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<b>ABSTRAK</b><br>

Dalam upaya menangani masalah aktual dan konseptual otonomi daerah erareformasi, penelitian disertasi
ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai (a) keberadaan dan hakikat otonomi
daerah, (b) hubungan antara daerah otonom dan pemerintah, dan (c) hubungan antar daerah otonom di
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tinjauan dari perspektif Imu Hukum Tata Negara.

<br /><br />Teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah Areal Division of Powers (ADP) dari
Arthur Maass yang berakar pada Teori Kedaulatan Rakyat. Teori tersebut dapat diaplikasikan pada negara
kesatuan ataupun negara federal dengan instrumen utama desentralisasi.

<br /><br />Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif berdasarkan data
sekunder berupa bahan hukum pimer, sekunder, dan tersier. Untuk memperkuat analisis, dilakukan kajian
pustaka mengenai otonomi di berbagai bentuk negara. Dengan berbagai pertimbangan metodologis secara
purposif negara-negara penelitian tersebut adalah Belanda, Inggris, Perancis, Filipina, dan Jepang sebagai
negara kesatuan, serta Amerika Serikat dan Jerman sebagal negara federal.

<br /><br />Hasi| penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah beserta daerah otonom dan/atau
pemerintahan daerahnya di negara kesatuan merupakan ciptaan Pemerintah melalui pembagian kekuasaan
menurut wilayah (ADP). keberadaan, status dan lingkup kekuasaan otonomi daerah sepenuhnya bergantung
pada ketentuan konstitusi dan berbagai produk hukum penjabarannya. Kekuasaan yang tercakup dalam
otonomi daerag, di luar kekuasaan yudikatif. Pembagian kekuasaan diatur dalam undang-undang. Dengan
diberikannya kekuasaan yudikatif dalam otonomi khusus merupakan pertanda dilakukannya desentralisasi
asimetrik yang lambat laun dapat mengarah kepada terjadinya metamorphose dari negara kesatuan ke negara
federasi.

<br /><br />Daam negara kesatuan, kekuasaan yang diserahkan (didesentralisasikan) kepada daerah otonom
tidak bersifat eksklusif. Namun otonomi daerah dapat diperbesar ataupun diperkecil bergantung pada
kerangka hukum sebagai hasil konstitusi ketatanegaraan.

<br /><br />Hubungan antara daerah otonom dan pemerintah serta antar daerah otonom tidak hierarkis tetapi
merupakan hubungan antar organisasi. Namun produk hukum daerah otonom berada di bawah produk
hukum pusat.
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